RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029
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Bab ini memberikan gambaran tentang
latar belakang penyusunan, dasar hukum
penyusunan, maksud dan tujuan, serta
sistematika Renstra Kecamatan Bantan.

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan olonemi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 vang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah yvang mengutamakan azas desentralisasi
dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemenintah
Kabupatenn dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab
termasuk penataan Perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat
menggerakkan  semua  Organisasi Daerah  guna  melaksanakan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan dan Pelayanan
Publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu
untuk mengatur rumah tangganva sendin  secara berdayaguna dan
berhasilguna dalam penyelenggaraan pemeriniahan, pembangunan serta
pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai unsur Perangkat Daerah yang menyelenggaraskan tugas
pemerintahan dan pembangunan dibidang Pelayanan, Kantor Camat Bantan
memiliki  komitmen terus-meénerus melakukan perubahan paradigma
pengelolaan Pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan Pelayanan yang lebih
baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyeléenggara
pemerintahan. Hal ini penting karena Pelayanan merupakan salah satu
komponen untuk meningkatkan Pemerintahan daegrah sekaligus sebagai
ukuran keberhasilan penyelenggaraan olonomi.



Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-
baiknya maka periu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah
maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra)] dan
Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan
Renja) mi merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka
menengah daerah (RPIMD) dokumen perencanaan tahunan daerah [RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanasan Perangkat
Dacrah untuk periode 5 (lima] tahun yang disusun untuk : (1) Menjamin
adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan  kegiatan
prioritas sesual dengan kebutuhan masyarakat; (2] menjamin komitmen
terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasil
dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat
landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Peranghkat
Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan,

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan
wntangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan,
sasaran, strategi dan  kebjakan yang realistis guna mengantisipasi
perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam
melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun vang
akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana
untuk meminimaligir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan
sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Bantan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Kantor Camat Bantan yaitu sebagai instansi vang bertanggungjawab dalam
hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan serta pelayanan.

Pendekatan vang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan
Bantan adalah:

1. Pendekatan Teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,



2. Pendekatan Partisipatifl yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tahapan dalam penyusunan Renstra - PD meliput: :

Penyusunan Rancangan Awal ;
Penyusunan Rancangan ;
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ;

Penyusunan Rancangan Akhisr dan ;
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Penetapan.

Renstra Kecamatan Bantan harus memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan lammnya terutama dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPIMD 2025-2029, merupakan
pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPIMD 2025-2029
terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi Pelayanan dalam lima tahun
kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra
Kecamatan Bantan karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut
tertuang  tantangan dan pelayanan dalam mendorong peningkatan
pendapatan dacrah. Renstra Kecamatan Bantan memiliki keterkaitan dengan
Rencana Kerjn (Renja) Kecamatan Bantan karena Renstra merupakan
pedoman dalam perumusan Renja tahunan Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamamatan Bantan




1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan penvusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis tahun 2025 - 2029 adalah :

A

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Ctonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tenting Tata Cama
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemenntalh, Pemenntahan Daerah Provinsi dan
Peéemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informast Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomar 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Mentem Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daecrah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil WVerifikasi, Validasi dan Invetarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencansan
Pembangunan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atlas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil WVerifikasi, Validasi dan Invetarisasi
Pemutakhiran Klasiikasi, Kodehkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD)
dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Pératuran Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2029
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor ),

. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomer 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025 - 2045});

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tabun 2008 tentang
Penvelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupsaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RRIMD) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten
Bengkalis;

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Camat Bantan dimaksudkan sebagai
penjabaran RPIJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan
kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bantan;

2. Memberikan arah dan pedoman bag semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang
perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program
pembangunan dapat tercapal melalul pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan;

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025 — 2029 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemernintah
Dacrah dan Instruksi Mentenn Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Dacarah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



BAB 1

BAB I

: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN 1ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur
organisasi, Sumber Daya dan ruang lingkup pelayanan utama
yang diberikan oleh perangkat daerah serta mengidentifikasi
permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah dalam perumusan [su Strategis Perangkat
Daerah.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Tujuan yvang ingin dicapai dalam jangka menengah
oleh perangkat daerah, Sasaran vang ingin dicapai secara terukur
dan spesifik, Strategi vang disusun berdasarkan identifikasi isu
strategis dan permasalahan, serta Arah kebijakan yang
memberikan pedoman operasional untuk pelaksanaan program
dan kegiatan

: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan
dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang sesual dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah
dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan,
pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan
daerah.



GAMBARAN PELAYANAN PERANGEAT DAERAH, =
PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang
tugas, fungsi dan struktur organisasi,
Sumber Daya dan ruang lingkup pelayanan
utama yang diberikan oleh perangkat daerah
serta mengidentifikasi permasalahan utama
yang dihadapl dalam pelaksanaan tugas dan
Jungsi perangkat daerah dalam perumusan
Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan,
disebutkan bahwa kecamatan adalah scbuah perangkat daerah
kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan
dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan
bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati/Walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan
penvelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan
pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan
langsung dengan masyarakat.

2.1.1.Tugas Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan
Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Esclonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, maka
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Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2018 tentang Kecamatan serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseclonering, Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Camat sebagai perangkat
daerah yang memimpin kecamatan juga melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Kewenangan Camat dalam Menangani Urusan
Otonemi Daerah Meliputi Aspek :

1+

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dimana Camat membantu
menyusun rencana pembangunan wilayvah kecamatan melaluil pelaksanaan
Musyawarah Rencana Pembangunan [(Musrenbang) baik ditingkat
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta mengawasi

pelaksanaannya;

. Penyelengparaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi koordinasi

dengan TNI/Poln, Satpol PP, serta tokoh masyarakat dalam menjaga
keamanan wilayah;

Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
termasuk jalan lingkungan, saluran air, ruang publik, dan fasilitas sosial;

. Pelavanan Administrasi, misalnya administrasi kependudukan, atas

pelavanan perizinan dan nonperizinan tertentu, surat keterangan, dan
pengesahan dokumen masyarakat;

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan vyang Dilimpahkan  seperti
pengawasan pelaksanaan perda/perkada, atau penanganan bencana skala
lokal;

Pemberdayaan Masyarakat termasuk pembinaan terhadap desa dan
kelurahan, serta fasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;

. Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi dimana Camat berperan dalam

menyelesaikan konflik horizontal antarwarga maupun warga dengan
perusahaan melalui pendekatan administratif dan sosial.
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8. Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Camat melakukan
evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa

dan kelurahan.

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas ;

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  penmdang-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

l. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
yvang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja
Kecamatan;

3. elektivitas  kegiatan pemberdayaan masyvarakat di wilayah
Kecamatan; dan

4, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

¢. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, meliputi :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada bupati/wali kota;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daecrah dan
Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

I. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan [ungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan danjatau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan



2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupat/wali
kota;

¢. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum, meliput :

1. sinergitas dengan perangkat daerah danfatau instansi vertikal yang
terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegialan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi :

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat
daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan kepada bupati/wali kota;

g. membina dan mengawasi penyvelenggaraan pemerintahan desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota vang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah kabupaten/kota vang ada di Kecamatan, meliputi :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masydarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;

3. elektvitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

4, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyvarakat di
wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris
daecrah;

i. melaksanakan tugas yang diberikan atasan,



Sekretariat mempunyai tugns pokok membantu Camat dalam
melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratil kepada seluruh perangkat/satuan organisasi Kecamatan.
Sekretarial mempunyai fungsi diantaranya :

. penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan dan pengendalian

serta mengevaluasi pelaksanaannya;

. penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengun

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
pelaksanaan administrasi keuangan dan asset/perlengkapan;

. pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga,

kepegawaian, hokum, organisasi dan tatalaksana, humas dan
perlengkapan;

pelayanan administasi kepada seluruh perangkat /aparatur Kecamatan,
Kelurahan dan Desa; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretanat terbagi atas dua subbagian yaitu

1. Sub Bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan.

Sub Bagian Penvusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijukan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum
dan kepegawaian sesuai dengan kelentuan yang berlaku. Uraian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum
dan Kepegawailan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan
sumber data yvang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan  perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan

Program, Umum dan Kepegawaian;
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. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program,
Umum dan Kepegawaian;

. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Sub Bagian Penyvusunan Program, Umum dan
Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian,

. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan

satuan kerja perangkat daerah yang terkait lainnys;

. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja
Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP);

. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam
rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program,
umum dan kepegawaian;

mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar
sesuai kepentingan dan permasalahannyva;

]. meneliti  usulan permintaan formasi  pegawai  dilingkungan

kecamatan dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi
pegawai sebagail perencanasn kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan kecamatan;

melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan
melakukan pendokumentasian kegiatlan kecamatan;

mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan
kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;

. melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta

hubungan masyarakat;
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n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang
langkah-langkah atau tindakan wyang perlu diambil dibidang
tugasnya;

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyvusunan
Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada
berdasarkan kegiatan vang telah dilakukan untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan bagi atasan,; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelanearan pelaksanaan tugas pada Sckretariat.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tenis serta

layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku. Uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
berdasarkan data kegialan tahun sebelumnya dan sumber data yang
ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kehijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan,

c. mencar, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolalh data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan,

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan secria
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

c. mengusulkan kepada Sckretaris téntang penunjukan bendahara
pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang,

pengurus barang dan pembantu pengurus barang,
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. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap

kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,

penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus
barang,

. menghimpun  dan mempersiapkan  bahan dan data untuk

penyusunan rencana kebutuhan barang;

. melakukan pengawasan terhadap Inventaris barang serta membuat

Kartu Inventaris Barang (KIB)] dan membuat Kartu Inventaris
Ruangan (KIR);

i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan vang mencakup

administrasi gaji pegawai, insentf tenaga kerja sukarela, PNS,
melakukan usulan  kenaikan gaji  berkala serta  melakukan
pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
Keuangan, evaluasi dan laporan keuangan kegiatan dinas;

i. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset,

tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan
dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan

perlengkapan scbagai bahan pertanggungjawaban dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sckretaris baik secara

tertuiis maupun lisan sesuan dengan dang tugasnva dalam rangka
kelancaran pelaksanan tugas pada Sekretariat.

Scksi  Pemberdavaan Masyarakat dan Desa mempunyal tugas
membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang
pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perckonomian,
produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Uraian tugas Seksi Pemberdayann Masyarakat dan Desa diantaranya :

a. merencanakan kegiatan Scksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
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. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan
lainnya wyang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagal pedoman dan landasan kerja;

. mencar, mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa
data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan
tugas pemberdayasn masvarakat sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan rencana Kegiatan;

. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan
dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan
pemberdayaan masyarakat;

. merumuskan dan  melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan  yang berhubungan dengan  pemberdayaan
masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan
dan rekomendasi  dibidang perindustrian, perdagangan dan
investasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan Izin Reklame;

. merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil
desa, kelurahan dan kecamatan;

. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong
royong masyarakat di wilayah kecamatan;

memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan
Kecamatan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
Kecamatan;
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k. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerintah maupun swasta;

l. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan
swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan sumber data yang ada
berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu

Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk serta layanan dibidang ketentraman dan

ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan
sesual  dengan ketentuan vyang berlaku.  Ursian  tugas Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Scksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
dengan sumber data yang ada sesual dengan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajiri peraturan  perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, seria bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas Scksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebagai pedoman dan landasan kenja;

c. merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Scksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum;



. mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data
serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan tugas
ketentraman  dan  Retertiban umum  sebagai kerangka
acuan f pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan  yang berhubungan  dengan  ketentraman  dan
ketertiban umum serta menyviapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah
Kecamatan dan pemberian Rekomendasi keramaian;

. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
dan petunjuk teknis pemberian Surat Izin Berkantor;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Polisi
Pamong Praja Kecamatan;

i. melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di

wilayah kecamatan;

. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan
kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan;

. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang
tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-
undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah
Kecamatan;

. melakukan koordinasi dengan pemuka agama wvang berada di

wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat;
. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; dan
. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.
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Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu

Camat dalam menylapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan

sosial, pembinaan kepemudasn, pemberdayaan perempuan dan
olahraga di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan  perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kescjahteraan Sosial
dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;

¢. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa
data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan
tugas kesejahteraan sostal dan  budaya sebagam  kerangka
acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan
dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan
Scksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;

e, merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan Kescjahteraan Sosial dan
Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

f. merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM,
dan peringatan HUT lainnya ditingkat Kecamatan;

g¢. memfasilitasi, mengidentifikasi dan mendistribusikan pembenan
bantuan kepada masyarakat;

h. melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat
beragama dan lembaga adat serta suku terasing;

i. melakukan f[asilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
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k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial

dan Budava sesuai dengan sumber data vang ada berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan bagi atasan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik
secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan,

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta layanan dibidang Pemerintahan Kecamata,
Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa serta dilndang

Pertanahan dan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Uraian tugas Scksi Tata Pemerintahan scbagai berikut ;

i,

merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber
data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan;

. menghimpun dan mempelajan peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan
scbagal pedoman dan landasan kerja;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka
acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan

dan pengolahan data dan informasi yvang berhubungan dengan
Seksi Tata Pemerintahan;

merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
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merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan
menylapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian
perselisihan antar wilayah / Desa;

. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama
antar pimpinan pemeérintahan dan lembaga terkait lainnya dalam
Kecamatar;

- merumuskan dan mempersiapkan bahan penyusunan  dan
petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya;

melaksanakan urusan pembinaan pemerint umum dan pembinaan
pemerintahan desa dan kelurahan;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
dan Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan
Kelurahan, fasilitasi penyusunan peraturan Desa serta [asilitasi
dalam penyelenpggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan
antar Desa;

. melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala
Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan
serta pemberian rekomendasi dan Surat Keterangan dibidang
kependudukan seperti sural keterangan domisili, rekomendasi
passport dan lainnya;

. menyelenggarakan pembinaan kesgrarian dan pemberian surat
keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT,
Hibah dan lainnya);

. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas
diwilayah kecamatan;

. melaksanakan pembinaan politk dalam negert di wilayah
kecameatan;

. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT)
dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di wilayah Kecamatan;
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q. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;

r. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
satuan kerja perangkat daerah (UPTD] dan Instansi vertikal
dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah
Kecamatan,

5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut,

t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Scksi Tata Pemerintahan
sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi
atasan; dan

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

2.1.2.Fungsi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seprang Camat memiliki

fungsi sebagai berikut :

a.

Pelaksanaan Urusan Pemernintahan : Melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang
dilimpahkan kepada kecamatan;

Koardinasi  Penyelenggaraan Pemerintahan :  Mengkoordinasikan
penyclenpggaraan pemerintahan di ingkat kecamatan;

Pembinaan dan Pengawasan : Melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan  kelurashan di
wilayahnya;

Pelayanan Administratif : Memberikan pelayanan administratil kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Fasilitasi dan Mediasi : Memfasilitasi dan memediasi penyelesaian
permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pelaporan dan Evaluasi : Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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2.1.3.Struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan rugasnya, Camat dibantu oleh Sekretaris
Camat dan Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Scksi Kesejahteraan
Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Keténtraman dan Ketertiban Umum, dan
Kepala Seksi Pelayanan Umum. Berikut gambar Struktur Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis.
Gambar 2.1. Strukiu’ KEecaniaian Batiinn Kabupiten Benplclis
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut
merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai
faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data periode Mei 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis adalah 19 orang PNS, dan Tenaga Kontrak
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sebanyak 32 orang. Apabila diringi menurut jenis kelamin, golongan,
esclonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Bantan dapat dilihat
sebagai berikut :

Tabel 2.1 .
Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamim

1. Sekretariat 12 5 17
2.  Seksi Pelayanan Umum 1 %= | &a_e
3. Scksi Sosial dan Budaya 1 3 4
4. Scksi Pemberdayaan Masyarskat dan Desa 4 1 5
8. Secksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 15 2 | I
6.  ScksiTata Pemerintahan R T

Total Car 15 s

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dan sejumlah 19 orang
PNS dilingkungan Kecamatan Bantan adalah laki-laki berjumlah 37 orang
atau 100%.
Tabel.2.2

Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawal Menurut Kelompok Umur

No | Unit Kerja ' Usia (tahun) - JUMLAH
2035 | 2630 3138 | 4145 650 50

1. | Sekretatint [ 2 | a | 2| | 6

2. | Seksi Pelayanan = 1 ‘ T
Umum | | |

3. | Scksi Sosial dan 1T T - T O
. Budaya

4. | Scksi Pemberdayaan | | | { 1 J ]
- Masyarakar dan Desa | :




5. iﬁ-ﬁkéiiéiénimmm ' [ | 1 ' I | | 1
| dian Kelerithan Umum |

6. | Sekai Tata l = e 1] 11T 3
Total T 0 | 3 | 4 | 2 13

Sumber : Baglan Kepogawaizn Kecanatun n-.ntm Parivde Mal 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumiah 13 orang

PNS dilingkungan Kecamatan Bantan adalah kelompok umur 30 berjumlah 1

orang atau 7,69%, kelompok umur 31-35 berjumlah 3 orang atau 23,07%,

kelompok umur 41-45 berjumliah 3 orang atau 23,07%, kelompok umur 46-50

berjumlah 4 orang atau 30,79% dan kelompok umur >50 berjumlah 2 orang
atau 15,38%.

Tabel.2.3

Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No Unit Wilayah Golongan JUMLAH |
: I T | v
1. | Sekretariat a U= = = [ 2 4
= | Seksi Pelayanan Umum = =N 1 1
3. | Seksi Sosial dan Budayn - = 1 = 1 1
ES 'liﬁ'ﬁc;hm_ Masyarakat | - | - | 1 1
dan Desa ‘
5. | Sckal Ketentraman dan Ketertiban | - | - | - Jo— 1
. , U'mum _
‘ 6. | Scksi Tata Pemerintahan |T - = = : : ""|
Total 0 - 2 6 >

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa komposisi PNS
dilingkungan Kecamatan Bantan adalah Golongan Ul berjumlah 2 orang atau
20% dan Golongan [V berjumlah 6 Orang atau 80%.

Tabel 2.4
Komposisi ASN Kecnmatan Bantan Knbupiten Bengkiilis

ILFMLAH
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1. Sekremarat 20 3 5 3 31
Beksi Pelavanon Limum 1 3

3. Seksi Sosial dan Budayn 1

4, Scksi Pemberdayaan 2 1
Masyarakat dan Desa

5. Seksi Ketentraman dan 4 - 2 . 6
Ketertiban Umum

6. Sekai Tata Pemerintmhan z v = - 2

Total a0 3 15 4 52

Jumlah Pegrowai Menunat Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan
Kecamatan Bantan didominasi dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 30
orang atan 53,84%, pendidikan S1 berjumlah 15 crang atau 30,78%,
pendidikan S2 berjumlah 4 ocrang atau 7.69% dan pendidikan Diploma
berjumlah 3 orang atau 7,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan
Mandau tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang
ditamatkan pegawainya.

Tabel.2.5

Komposigi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawal Menurut Peta Jabatan

Jumikah

1 Eselon Il 4
Eselon IV (31
3  Fungsional Pelaksana (Staf) a
Total 13

Berdasarkan tabel diatas (Data Kepegawaian Kecamatan Bantan
periode Mei 2025) , dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Bantan
terdiri dari Eselon Il berjumlah 4 erang, Eselon IV berjumlah & orang dan
Fungsional Pelaksana (Staf) berjumlah 3 orang.



Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawni Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Tabel.2.6

No Jabatan Jenis Kelamin Jumlah
LK PR
1 | Esclon Il E 0 2
2 | Eselon IV 7 0 T
3 | Fungsional Pelaksana (Staf] 2 1
B Total 13 0 13

erdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan
Bantan terdiri Eselon Il berjenis kelamin 2 orang laki-laki, Eselon IV berjenis
kelamin 7 orang laki-laki, dan Fungsional Pelaksana (Staf) berjenis kelamin 4
orang laki-laki.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan

sumber daya manusia yang sesual kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan,

ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam

menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target

vang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Tabel. 2.7

Daftar aset yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Bantan

1 4 8 | & 2
1 | Tanah Bangueian Karite 005 1 1
Porrenistah
2 | Swtion Wigon Toyota / Kieng Inneva G w2 i
4 | Station Wagon AVANIA | MW VELOZ 1y 1 i
1.5 M7
5 | S Wiskan TLIVOTA FORTUNER | S8 1 1
TOVOTA FORTUMER: 2.4
G AT Ay
B | Pk Up s oo 1
T | PkUp Fowid AR vy Rsficess | s !
Dematie Lot 4ok W5
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Sumber SIMDA Kecamatan Bantan, Tahun 2025

Tabel 2.7 diatas menjelaskan jumlah aset vang dimiliki oleh Kantor
Camat Kecamatan Bantan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan
dan peralatan kantor vang ada di kantor Kantor Camat Kecamatan Bantan.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.198 aset dilingkungan
Kantor Camat Kecamatan Bantan. Dan total tersebut, 1.110 aset memiliki
kondisi yang baik dengan persentase 92,65%. Lalu terdapat aset dengan
kondisi kurang baik scbanyak 88 atau sebesar 7,35%. Sedangkan aset dengan
kondisi rusak berat tidak ada. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan
dalam penvusunan kebutuhan aset di lingkungan Kantor Camat Kecamatan
Bantan di tahun berikutnya.
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Disamping keberadaan aset tersebut di atas, Kantor Camat Kecamatan
Bantan terus berupaya mewujudkan pemenuhan pelayanan publik, sampai
saat inl Kantor Camat Kecamatan Bantan, dengan pelayanan di desa sejumlah
23 desa sebaimana berikut:

¥ Desa Deluk,

¥ Desa Jangkang,

¥ Desa Banlan tua,

v Desa Pasiran,

v Desa Resam lapis,

¥ Desa Selatbaru,

¥ Desa Berancah,

¥ Desa Bantan tengah,
v Desa Ulupulau,

v Desa Mentayan,

¥ Desa Teluk papal,

¥ Desa Bantan air,

v Desa Bantan sari,

¥ Desa Bantan timur,
v Desa Muntai Barat

¥ Desa Muntai,

v' Desa Pambang baru,
¥ Desa Pambang pesisir,
v Desa Teluk pambang,
¥ Desa Suka maju,

v Desa Kembung baruy,
v Desa Kembung luar,
¥" Desa Teluk lancar.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas
pokok Kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintaban umum serta
menyelenggarakan sebagian urusan pemenntahan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja,
sebagai capaian keluaran /fhasil /dampak dar kegiatan /program /sasaran
schubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam
perspektif Renstra, kinerja dapat digambarkan scbagai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
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organisasi vang tertuang dalam rencana strategis. Dalam Penyusunan Renstra
ini mempedomani Kepmendagri Nomor,900.1.15.5-:3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validas: dan Inventarisasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,

Kinerja pelayanan perangkat dacrah harus dinformasikan kepada
masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut
dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas
penetapan  program/kegiatan dan sckaligus pada saat vang bersamaan
dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan perinde berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Esclonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kera
pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor @ 177 /KPTS/1/2022
Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis., Indikator Kineérja Utama (JKU) untuk
Kecamatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dimana Persentase
data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatil atas pendapat masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 lentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengeara Pelayanan
Publik. Formulasi Perhitungan IKM scbagai berikut :

IKkM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur  x Nilai Tertimbang
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Total Unsur yang Terisi
Maka Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan

Pelayanan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kabupaten Bengkalis

1.

10;

11,

12.

Pelayanan Administrasi, indikator Persentase pelayanan administrasi
kependudukan yang selesai tepat wakiu;

Pelayanan Perizinan (jika dilimpahkan), indikalor Rata-rata wakitu
penyelesaian pelayanan perizinan vang ditangani kecamatan;

Koordinasi Permnerintahan Desa, indikator Persentase desa yang dibina
dan dimonitor secara berkala;

Musrenbang dan Pembangunan Wilayah, indikator Persentase usulan
musrenbang kecamatan yang diakomodasi dalam RKPD Kabupaten;
Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator Jumlah kasus gangguan
ketertiban yang ditindaklanjut oleh kecamatan;

Pengelolaan Penpaduan Masyarakat, indikator Persentase pengaduan
magyarakat yang disclesaikan dalam waktu maksimal 7 han kerja;
Kinerja Pelayanan Publik, indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(TKM) terhadap pelavanan kecamatan;

Inovasi Pelayanan, indikator Jumlah inovasi pelayanan publik yang
dijalankan dan berdampak pada masyarakat;

Keterbukaan Informasi Publik, indikator Tingkat ketersediaan informasi
publik di website/ media sosial resm kecamatan;

Penyverapan Program  Strategis Daerah, indikator Persentase
program/kegiatan strategis kabupaten yang dilaksanakan di wilayah
kecamatan;

Ketepatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan, indikator Persentase
pelaporan kinerja kecamatan yang disampaikan tepat waktu dan
lengkap;

Evaluasi dan Pengawasan, indikator Jumlah kegiatan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan urusan desa atau pelayanan publik.
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Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya yaitu tahun
anggaran 2021-2024, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
SKPD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :
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Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan
Kabupaten

Bengkalis

Permendagri MNomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa
perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagal unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam
perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana
mestinya akibat kurangnya kelersediaan data. Di masa depan, terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Banlan. Terkail dengan
keberhasilan pencapaian target-target Renstra Kantor Camal Kecamatan Bantan
Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel. 29
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan
Kabupaten Bengkalis
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan
dalam Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2024 dapal tercapai
dengan baik.

2.4. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan lugas dan
fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja
pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kanlor Camat
Kecamatan Bantan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024,

a. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji
dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2021-
2025 adalah sejumlah Rp. 30.488.406.767(tiga puluh milyar empat ratus
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar
85,41% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumiah Rp.37.667.476.985
(tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh
enam ribu sembilan ratus delapan puluh lim rupiah). Rincian anggaran dan
realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Belanja Operasi
Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2024

No Tahun Anggaran Realisasi %
v ) A f 00 8803453.188 6343106167 | 9323
s 2022 7.830.1917.412 7 483,274,338 84,36
3 2023 T.739.717162 T.365 125888 95,16
4 2024 B.025 045005 6.1324B5598 | 7542
Jumiah 30.498.406.767 27.323.891.995 | 89,80

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja
Oprasi sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”.Namun demikian perlu
dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp
3.174.414.772(tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh

dua rupiah).
b. Belanja Modal
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Anggaran Belanja Modal Tahun 2021-2025 yang tersedia dalam DPA sejumiah
Rp. 947.761.977 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh
satu ribu sembian ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Sedangkan realisasinya
adalah sejumlah Rp. 797.657.732 (Tujuh ratus Sembilan puluh tujub juta enam
ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), atau sebesar
67.52%. Rinclan anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.11

Target dan Realisasi Belanja Modal
Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2024

No Tahun Anggaran Realisasi %
1 2021 385.651.308 384588 732 | 99,80
2 2022 221.108.000 218024000 | 9853
3 2023 112,577,304 89.925.000 G080
4 2024 122.679.228 104.220.000 | 9994
Jumlah 842.015.840 797.657.732 ar.s

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasl anggaran pada Kantor Camat
Kecamatan Bantan sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi®. Namun
demikian perlu dioptimalkan lagi mengingal anggaran yang lidak terealisasi
mencapai Rp. 44.358.108 (empal puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan
ribu seratus delapan rupiah).

Berdasarkan data yang diuralkan di atas, dapat dihilung bahwa rala-rata
anggaran yang direalisasikan adalah sejumiah Rp 28.121.649.727 (dua puluh delapan
milyar seralus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus
dua pulub tujuh rupiah) atau sejumiah Rp. 7.030.412.432 (tujuh milyar tiga puluh juta
empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dalam kurun waktu 4
(empat) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kantor
Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021 s/d 2024.
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Tabel. 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Camat Kecamatan Bantan
Tahun 2021-2025
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Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, sera
pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2021 s/d 2024. Beberapa catalan atas
informasi kinerja anggaran Kantor Camalt Bantan antara lain adalah,

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 pada belanja
operasional sebesar 89,80% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 22 45 %.
sedangkan untuk belanja modal rata-rata pertumbuhannya sebesar 97,51 % dengan
rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 24 38%.

2. Kegiatan untuk adminisirasi pengelolaan Pelayanan dan peningkalan kapasitas
mengalami pertumbuhan yang baik, dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada
peningkatan pelayanan.

3. Sesuai dengan maksud dan tujuan sualu kegiatan, tlerdapal kegialan yang
dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 4 (empat) tahun, dan juga ada
kegiatan yang dilaksanakan hanya sekall dalam 4 (empat) tahun.

4. Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Bantan merupakan rangkaian untuk
meningkatkan kualitas Pelayanan yang menjadi kewenangan daerah

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan dimasa yang
akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan,
khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, owlcome program, maupun oufpuf
kegiatan.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bantan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang
perencanaan tentunya tdak terlepas dari beérbagai permasalahan  yang
dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan serta
peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

RENSTRA TAHUN 2025- 2029



Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat
mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat dacrah sesuai dengan
tugas dan fungsinya, Kecamatan Bantan akan melaksanakan upaya-upaya
antara lain sebagai berikut ;

Tabel 2.11
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Peranghat Daerah

Peninghkatan Pelayanan
Administrasi PATEN secara
digital

2 | Memaksimalkan peluang J J
stakeholder

3 | Peningkatan sarana dan '
prasarana kantor dalam v V v ! v
pelayanan masyarakat.

4 | Pemenuhan Fasilitas dan v
infrastruktur pendukung Kantor ¥ v v v \
Camat.

5 | Memaksimalkan fungs: sarana
dn;:lil afﬂwn dengan J J J J 4 J
rehabilitasi, dan perbaikan
terhadap fasilitas kantor.

6 | Peningkatan kompetensi SDM '
dengan training, kursus-kursus ¥ | v v ¥
singkat, bimtek dan metode ¥
pelatihan lminnya
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2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelayanan Kantor Camat Bantan lebih kepada permasalahan
Internal sebagai penyebabnya Permasalahan ulama dan permasalahan pelayanan
perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.12
Kerangka Permasalahan Pelayanan Kantor Camal Kecamatan Bantan

PELayanan
Pubillk yang
trfurd Prima

Keberhasilan pelayanan terhadap masyarakal dengan sistem yang ada sangat
tergantung pada peran serta aktf dan masyarakat dalam penyampaian informasi.
Kesadaran dan kepatuhan yang linggi dari masyarakat merupakan faktor terpenting. Hal ini
membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk
tetap mengikutl prosedur / SOP dalam pelayanan sehingga kepatuhan memenuhi tujuan
pelayanan yang prima.

Salah salu upaya dalam meningkatkan pelayanan adalah memberikan pelayanan
(customer service) yang baik kepada masyarakal. Peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakal sebagai
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pelanggan sehingga meningkatkan (ujuan dan sasaran. Paradigma baru yang
menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat harus diutamakan
agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat
keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan
presepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan
pengalaman sebenarmya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (valuntary compliance)
bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsary compliance). Untuk meningkatkan
kepatuhan sukarela dan masyarakal, diperlukan keadilan dan kelerbukaan dalam
menerapkan SOP yang telah ditentukan, kesederhanaan peraturan dan prosedur
pelayanan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang prima, baik dan cepat kepada
masyarakal. Hal ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara
efekiif, yaitu:

a. Program pelayanan yang baik kepada masyarakal.

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan masyarakal.
c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
d. Pemantapan law enforcemenl secara legas dan adil.

Disamping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun kebijakan maupun
memberikan pelayanan serla menerapkan aturan sangat periu ditingkatkan, Kesan
kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melayani masyarakat harus dihilangkan
Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi
yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
yang merasa dilayani bukan melayani,

Banyak terdapal kendala-kendala yang dialami oleh pelugas sehingga tidak dapat
memberikan pelayanan yang pnma kepada masyarakat, misalnya:

a. Kurangnya komitmen dan aparatur pelayanan
b. Kurangnya pemahaman lentang manajemen kualitas
c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
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Kurang akuratnya perencanaan kualitas

Kurang efektifnya program pengembangan SDM

Sistemn dan struktur kelembagaan fidak kondusif
Keterbatasan sumber-sumber

Lemahnya sistem insentif (terutama non finansial)
Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
Berorientasi jangka pendek

k. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan
I.  Lemahnya integritas aparatur

- F e T~ 8o o

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapal dikemukakan rumusan permasalahan
dan akar masalah pelayanan Kantor Camat Bantan sebagai berikut.
Tabel. 2.13

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Peiayanan Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis

Masalah
Pokok Permasalahan Akar Masalah
; « Belum maksimainya aparat ASN
Tingkat Masih rendahnya Tingkat :
Kepatuhan Kepatuhan masyarakat mﬂ Pﬂ'if;g"?‘ paaﬂegahkl':;l::;tn
Masyarakat dalam mengikuti prosedur sosialisas terh Eﬂah_hh;.yﬂ'!?ﬂﬂmﬂﬁ! |
« Masih rendahnya kompetensi
Belum optimalnya Kualita ey
um ainya Kualitas |« Masih lemahnya koordinasi dengan
Enﬂcr:‘petensi dan kuantitas sumber unit kerja,
daya « Manajemen SDM belum mengarah
pada peningkatan kualitas kinerja
Pegawai ——
s Belum efektiinya koordinasi
pelayanan dengan pihak terkait
Belum maksimainya » Masih rendahnya kemampuan SDM
inovasi inovasi pelayanan yang aparal dalam bidang teknologi
Pelayanan berbasis leknologi informasi
informasi +« Masih terbatasnya kemampuan
keuangan daerah
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Kondisi kinegrja yang ingin dicapai Kantor Camal Bantan adalah memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat serla meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi
pegawal yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan
secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapal memecahkan
permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapal meningkatkan
potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas. mendalami
pelaksanaan lugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan lugas-tugas dan
kewenangan dari suatu organisasi dan tidak lerjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas
serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk
memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bantan
untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program
dan Kegiatan pada Kantor Camat Bantan diluangkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Tahunan, sebagal landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
sesuai dengan Rensfra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan
anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi
masalah pelayanan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat
dengan pelaksanaannya.

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dmasa lalu, dapat
dirumuskan permasalahan utama Kantor Camat Bantan adalah ™ Pelayanan Publik yang
belum Prima", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan
Daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut
disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih banyaknya keluhan masyarakal terkail pelayanan
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Letak geografis masyarakal sebagal daerah kepulauan

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non
perizinan
4. Pemanfaatan Teknologl Informasi belum maksimal
5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakil masyarakal dan
lingkungan
7. Masih adanya konflik masyarakat
B. Masih adanya konflik batas administrasi
9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan
1 e 3 a4
| | Permasalahan Masih banyaknya keluhan | Pelayanan Publk yang
dalam masyarakat terkait paiayanan belum Prima
Pelayanan Letak geografis masyarakal
sebagal daerah kepulauan
Kurangnya kesadaran

masyarakal uniuk  memiliki
dokumen perizinan dan atau
non penzmnan

Pemanfaatan Teknoiogi
Informasi belum maksimal
Masih rendahnya koordinasi
antar lembaga vertikal,
horizontal dan desa.
Lemahnya koordinasi dalam
peEnanganan bencana,
penyakit ~masyarakal dan
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lingkungan.

7. Masih adanya konflik
masyarakat.

8. Mash adanya hkonfik batas
administrasi

9. Masih rendahnya parbisipasi
masyarakat dalam
perencanaan pembangunan.

10. Masih rendahnya parbsipasi
masyarakat datam
pemberdayaan
kemasyarakatan.
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN |
ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran telaahan
visi dan misi perangkat daerah, tuyjuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan
perangkat daerah

1] —

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu kondisi vang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi;
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis
dacrah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
mengpambarkan tercapainya tujuan, berupa  hasil pembangunan
Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah. Strategis pembangunan daerah yang akan ditangani
selama 5 (lima) tahun ke depan, Impact pembangunan sebagai salah satu
komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertingg: (high level
indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan
di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi
maka Kecamautan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan
menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kewilayahan dengan tujuan yaitu
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-
2029, serta target-target yvang ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Konsep Renstra PD
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Gambar 3.2 Kerangka Kelerkaitan Sasaran RPIMD dengan Tujusn Renstra PD

Gambar 3.1 menggambarkan siklus perencannan strategis perangkat
daerah  [Renstra PD) yang tenntegrasi dengan dekumen perencanaan
pembangunan daerah [RPJMD). Proses dimulai darni identifikasi sasaran RPJMD
yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini
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kemudian diturunkan secara bertshap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran
perangkat daerah. Tujuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijjakan RPIJMD untuk menghasilkan arah
kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam
strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan
perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah,
patensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan
outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta
kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang
terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan
makre pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap
(cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini
disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah
kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah
kebijakan inmi kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan,
fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi ini
mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan
dinamis. Hasil akhir dari proses imi adalah output dan outcome yang
menggambarkan keberhasilan implementasi kebijnkan serta kontribusinva
terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Gambar 3.2 menggambarkan kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD
dengan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD), Proses ini diawali dari visi
dan misi kepala daerah vang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD.
Tujuan ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis REIMD
yang bersifal makro dan menjadi acuan utama dalam pembangunan daecrah.
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Setiap sasaran RPJMD menghasilkan berbagai outcome vang berasal dari
pelaksanaan program-program pembangunan (Program A, B, C, dan D) vang
dimuat dalam BAB [Il RPJMD serta digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah
daerah seperti dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjF) dan evaluasi
SAKIP.

Pada sisi Renstra PD, tujuan perangkat daerah disusun dengan mengacu
pada sasaran RPJMD yang relevan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi
(tupoksi) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dari
tujuan Renstra PD kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang
terintegrasi dengan sasaran RPJMD, menunjukkan adanya sinergi antara
perencanaan makro (RPJMD) dan perencanaan sektoral (Renstra PD). Sasaran-
sasaran ini selanjuinya menghasilkan outcome yang berkontribusi langsung
terhadap pencapaian program-program RPJMD. Dengan demikian, gambar ini
menunjukkan pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah
agar terwujud integrasi, sinkronisasi, dan eflektivitas dalam pembangunan
daerah,

Berdasarkan pemaparan dari dua gambar diatas hubungan yang saling
melengkapi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah [PD) dalam kerangka
perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Gambar 3.1 menekankan
proses penvusunan Renstra PD vang dimulai dari sasaran dan arah kebijakan
RPJMD, serta pengaruh dari NSPK sebagai panduan teknis dalam penyusunan
strategi dan program kerja perangkat daerah. Proses ini bersifat "cascading”,
vaitu penjabaran secara bertahap dar tujuan hingga strategi dan program,
dengan mempertimbangkan isu strategis vang bersumber dan masalah, potensi,
dan dinamika lingkungan. Setiap elemen dalam siklus ini berkontribusi terhadap
pencapaian output dan outcome yang mendukung sasaran RPJMD secara

keseluruhan.
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Sementara itu, Gambar 3.2 memperjelas keterkaitan antara sasaran
RPJMD dan tujuan Renstra PD melalui jalur integrasi vertikal yang dimulai dari
visi-misi kepala daerah. Sasaran RPJMD menjadi rujukan utama dalam
merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, vang pada akhirnva akan
menghasilkan outcome dan  pelaksanaan program-program pembangunan.
Keterhubungan mimenunjukkan bahwa Renstra PD harus disusun berdasarkan
sasaran RPJMD dan disesuaikan dengan tugss pokok dan fungsi perangkat
daerah melalui acuan NSPK. Dengan demikian, kedua gambar tersebut secara
komplementer menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang
efektif dan akuntabel memerlukan kesinambungan dan keselarasan antara
RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi kebijakan maupun implementasi
teknisnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
perinde perencanpan. Visi menjadi fokus dan arnhan pembangunan seria
program kerja selama lima tehun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi
menjadi penting karena akan menyatukan dan mengmiegrasikan setiap aspek
pendukung pembangunan daecrah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen,
baik aparatur pemerintahan, masyvarakat, maupun swasta. Perumusan visi
pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani wvisi RPJPD
Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten
Bengkalis, dan jugn memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5
(lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah “Terungudnya
Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul
Di Indonesia®.

Misi merupakan seluruh upava yvang dilakukan untuk mencapai visi yang
dinyatakan secara tegas dan jelas sebagal manifestasi dan keinginan masyarakal
demi kemsajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 - 2029 dirumuskan
schagai berikut :
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1. Meuwwjudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensl Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan
Perekonomian yang Berdaya Saing. Fokus utama pada misi adalah :

a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efekufl

b. Pemanfaatan Polensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
¢. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas
d. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

2. Mewyjudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama
dan Budaya Melayu Menuyju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Masyarakat yang Berkarakter. Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu
reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu,
vang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yvang baik (good
povernance) dan membangun masyarakal yang memiliki karakter kuat.
Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Fokus
utama pada misi adalah :

a. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
= Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
* Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
» Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi
b. Reformasi Struktur dan Budayva Kerja Birokrasi
= Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial
* Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu
* Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal
¢. Menuju Masvarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing
* Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
«  Penguatan ldentitas Lokal dalam Era Globalisasi

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan

Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan

RENSTRA TAHUN 2025 2029



Rakyat. Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur

berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi

untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Dalam  konteks

pembangunan daerah, beberapa fokus utama yvang perlu diperhatikan dalam

lima tahun ke depan adalah :

a. Penyediaan Infrastruktur yvang Berkualitas

b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur

¢. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan

d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui  Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025-2029 , maka Kecamatan Bantan sebagai salah satu SKPD yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten
Bengkalis di tingkat Kecamatan tentu akan bersinergi untuk mewujudkan visi
dan misi tersebut dengan mengukur kekuatan dan kelemahan vang dimiliki.
Sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang
tertuang dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah mengacu pada Misi ke-2 yaitu
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya
Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang
Berkarakier.

Tujuan yang akan dicapai adalah 2.1. Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan
penguatan nilai agama dan budaya Melayu dengan indicator Indeks Reformasi
Birokrasi.

Sasaran vyang akan dicapali adalah 2.1.1. Terciptanya Talakelola
Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable dengan indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM).
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Tujuan tersebui menjadi pedoman Kecamatan Bantan dalam
melaksanakan penyusunan ftujuan dan sasaran dalam Renstra Kabupaten
Bengkalis periode 2025-2029 agar arnh kebijakan dan program pembangunan
daerah dalamm RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 sinkron dan
terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam
Renstra Kabupaten Bengkalis. Tujuan Perangkat Daerah adalah Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. Sasarannya Terciptanya
Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntable.

Misi Kecamatan Bantan Kabupaten periode 2025-2029 adalah

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel
dan Partisipatif.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan yang Profesional, Berintegritas
dan Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (oufcome)
program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasarun merupakan salah
salu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD)
Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, Hal ini mengingat bilamana visi dan misi
Bupati dan wakil Bupatu tidak dijabarkan sccara teknokratis dan partisipatif
kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis
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Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada
Tabel.3.1.
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Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kabupaten Bengkalis

Tujuan/Sasaran (2024)
(1 12) (3) (4] {5) 16) 7 (8) (2) (10)
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
vang integritas, Terciptanya
dinamis, dan Tatakelola
masyarakat Pemerintahan ;;ld:lfs Eﬁm 93,74 | 95,00 | 95,80 | 96,60 | 97,40 | 98,20 | 99,00
berkarakter dengan Baik, Bersih dan o
penguatan nilai akuntable
agama dan budaya
Melayu
Sumbar: RPIMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029
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Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis 2025-2030

1 Meningkatnya Indieks Kepuasan
\Kepatuhan Standar  |Masyarakat (IKM)
Neningkatian Kialitas Indeks e Rl a0 80 80,55 81 8155 | 82 82,55
Kepuasan (Pefay

Pelayanan Publlk di Tingkat | -7~ - . !

| Kecamatan ?ﬁ" | 2 [Meningkatkan Sistem | Niiai Akuntabilitas I |
| N ‘ AkumabilitasKinerja | Kinerja Perangkat . 5 | s | | 8| 79| &0

| |Perangkat Dagrah  |Daerah . | |
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Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tabel 3.2 memuat struktur sistematis dalam penyusunan dokumen
perencanaan sirategis perangkal daerah agar sclaras dengan dokumen
RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
[NSPK). Tujuan utamanya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik di Tingkat Kecamatan. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) menjadi salah satu indikator utama vang
mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian masyarakat terhadap
layanan yang diberikan. [KM memberikan gambaran objekiif mengenai
sejauh  mana pelayanan di tingkat kecamatan telah memenuhi
kebutuhan, harapan, serta standar yang ditetapkan.

Melalui survei IKM yang dilakukan secara berkala, pemerintah
kecamatan dapat menilai aspek-aspek penting seperti kemudahan
prosedur pelayanan, kecepatan waktu penyelesaian, sikap dan
kompetensi petugas, kepastian biayva, kenyamanan sarana prasarana,
serta keadilan dalam mendapatkan layvanan. Semakin tinggi nilai IKM,
semakin mencerminkan bahwa pelavanan publik vang diberikan mampu
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menjawab  kebutuhan masyvarakat secara efektif, transparan, dan
responsif.

Hasil IKM tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga
dasar untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan tata
kelola, inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan
kapasitas aparatur kecamatan. Dengan demikian, penguatan [KM
menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap pelayanan
vang diberikan benar-benar berdampak positif, menjamin kepuasan
masyarakat, serta mendukung terwujudnya kecamatan vang lebih

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelavanan prima.

Indikator kedua yang sangat penting yakni Nilai Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas pelayvanan publik di
tingkat kecamatan hanya dapat dicapai apabila proses perencanaan,
pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilakukan secara
akuntabel. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi salah
satul instrumen penting yvang memastikan bahwa setiap kegiatan dan
program i kecamatan berorientasi pada hasil (resull orented
government}, efektif, serta memberikan manfaat langsung kepada

masyarakat.

Melalui hubungan vang crat antara indikator akuntabilitas kinerja
dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, kecamatan dapat
menjalankan fungsi pelayanan secara lebih profesional, transparan, dan
berorientasi kepada  kepuasan masyarakat, Dengan demikian,
akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi
fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat,
mudah, dan berkualitas di tingkat kecamatan

RENSTRA TAHUIN 2025- 2025



4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-
management]. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan vang kuat
bagaimana Kecamatan Bantan menciptakan nilai tambah (value added) bagi
pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah. Disini penting untuk
mendapatkan parameter utama yvang menunjukkan bagaimana strategis tersebut
menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali
indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi  sckaligus  untuk
menciptakan budaya “"berpikir strategik®™ dalam menjamin bahwa transformasi
menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yvang lebih baik, transparan,
akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan sasaran vang telah ditetapkan,
Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan
kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi
kepala daerah ke dalam rencana Kerja vang actionable. Segala sesuatu yang
secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rensira
maka dianggap strategis.
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Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam
menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah :

Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yvang operasional:
Menyelaraskan organisasi sesual pilihan strategi jangka menengah;
Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan

o e

Memaobilisasi perubahan melalui kepemimpinan vang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-
belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan  dan
pemenuhan kebutuhan layanan vang berbeda tiap segmentmasynrakat
pengeuna lavanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan vang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal Pemerintah Daerah; dan

4. Strategi terdirl dari tema-tema vang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

vang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu
ke waktu selama 5 (lima) tahun, Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strateégi apgar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain :

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah
alternatif stratem dibuat;
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3. Membantu menghubungkan tap-tiap strategn ke pada sasaran secara lebih
rasional; dan

4. Mengarahkan pemilih strategl agar selaras dengan arahan dansesuai/tidak
bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah :

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tap tahun,

2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun,

3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi, merumuskan draft arah
kebijakan,

4, Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan,dan

Memutuskan arah kebijakan,

-

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD
TAHAP 1 TAHAP 11 TAHAP Il TAHAP IV TAHAP |
{2026) (2027) (2028) (2029) {2030)
Permetaan Penguatan Ojptimalizasi Konsolidasi,
penyusunan kompetensi Pengembangan fasilitas, evaluasi dampak,
standar, dan aparatur dan Inovasi dan perluasan dan perumusan
penginitan disar | modsmicas) sl Integras layanan digital, |  keberlanjutan
pelayanan layanan. i, dan penguatan pelayanan
- kolaborasi, publik.

Tabel 3.3 menyajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra
Perangkat Daerah (PD) yang menjadi instrumen penting dalam
menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Penyusunan arah
kebijakan ini dengan mengacu pada operasionalisasi Norma, Standar,
Proscdur, dan Kriteria (NSPK) vang telah ditetapkan pada tingkat nasional
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maupun daerah, kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan RPJMD,
dan selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan Renstra
Perangkat Daerah. Proses perumusan tahapan ini dilakukan secara
bertahap untuk periode 2026 hingga 2030, dengan memperhatikan
prioritas pembangunan pada sctiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar
pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak hanya
terukur, tetapi juga konsisten dengan arah pembangunan jangka
menengah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026 diarahkan pada pemetaan kondisi pelayanan,
penyusunan  standar  pelayanan, dan penguatan  dasar-dasar
penyelenggaraan layanan publik. Pada tahap ini, kecamatan melakukan
identifikasi menyeluruh terhadap jenis layanan, alur kerja, kebutuhan
masyarakat, hambatan yang ada, serta kapasitas aparatur yang tersedia.
Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan
Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
seluruh layanan yang diberikan kecamatan. Selanjutnya, dilakukan
penguatan dasar pelayvanan melalui penvediaan sarana layanan minimal
yang memadai, penataan ruang pelavanan, perbaikan alur pelayanan,
dan peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip pelayanan
prima. Tahap ini memastikan bahwa kecamatan memiliki pondasi tata
kelola pelayanan yang tertib, jelas, dan terukur, sebagai dasar untuk
peningkatan kualitas layanan pada tahap-tahap Renstra berikutnya.

Pada tahun 2027 diarahkan pada meningkatkan kemampuan
aparatur sekaligus memulai modernisasi proses pelayanan publik.
Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pelayanan prima,
peningkatan pemahaman regulasi, penguasaan teknologi dasar, serta
pembentukan sikap kerja vang profesional dan responsif. Aparatur
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dibekali keterampilan untuk memberikan layanan yvang cepat, tepat, dan
ramah. Sejalan dengan peningkatan SDM, modernisasi awal layvanan
dilakukan melalui penyediaan sarana administrasi berbasis teknologi,
penerapan SOP secara konsisten, serta pemanfaatan aplikasi sederhana
untuk mendukung pelayanan, seperti formulir online, manajemen berkas
digital, dan sistem informasi pelayanan dasar. Upava ini menjadi pondasi
transformasi pelayanan publik kecamatan menuju sistem yang lebih
efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2028 diarahkan pada inovasi pelayanan yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti layanan cepat,
layanan jemput bola, atau sistem pelaporan digital. Selain itu, dilakukan
integrasi layanan antara kecamatan dengan desa-desa dalam wilayah
serta perangkat daerah terkait, sehinggs proses pelayvanan menjadi lebih
sinkron, efisien, dan tidak lagi berjalan secara terpisah. Integrasi
mencakup penyelarasan data, prosedur layvanan, alur koordinasi, dan
pemanfaatan teknologi informasi bersama. Tahap ini juga diperkuat
dengan peningkatan sistemn antrian digital, pemantauan waktu layanan,
dan evaluasi kinerja berbasis indikator. Melalui pengembangan inovasi
dan integrasi lavanan ini, Kecamatan Bantan diharapkan mampu
menghasilkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, lebih
terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyvata bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2029 diarahkan pada fokus untuk memaksimalkan
seluruh sarana pelayanan, memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam
proses pelayanan, serta memperkusat Kerja sama dengan desa dan perangkat
daerah terkait. Optimalisasi fasilitas dilakukan melalui  peningkatan
kenyamanan ruang pelayanan, penyedinan fasilitas antrian, area tunggu yang
ramah masyarakat, serta pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan.
Perluasan layanan digital diarahkan pada penerapan sistem pelayanan yang
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lebih lengkap seperti formulir online, sistem antrian elektronik, pemantauan
status layanan, seria kanal aduan berbasis web atau aplikasi. Penguatan
kolaborasi dilakukan melalui integrasi layanan dengan desa-desa di wilayah
kecamatan, penyelarasan data administrasi, serta koordinasi ratin dengan
perangkat dacrah terkait untuk mempercepat penyelesaian lavanan publik.
Tahap ini memastikan layanan publik menjadi lebih cepat, mudah dijangkau,
efisien, serta terstandar di seluruh wilayah Kecamatan Bantan.

Pada tahun 2030 merupakan f[ase akhir dari pelaksanaan Renstra
Kecamatan Bantan tahun 2026-2030. Fokus ulamanya adalah memastikan
seluruh program dan inovasi pelayanan publik yvang telah dijalankan memiliki
dampak nyvata bag masyarakat, sekalipus merumuskan langkah keberlanjutan
untuk periode berikutnya. Pada tahap imi dilakukan konsolidasi seluruh capaian
kinerja, data pelayanan, serta hasil implementasi inovasi untuk mendapatkan
gambaran utuh terhadap perkembangan kualitas pelayanan publik selama lima
tahun. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak secara menyeluruh, baik melalui
survei kepuasan masyarakat, analisis efcktivitas layanan, maupun penilaian
kinerja aparatur. Ewvaluasi ini  bertujuan mengidentifikasi keberhasilan,
kekurangan, dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar
untuk perumusan keberlanjutan pelayanan publik, yaitu menentukan model
layanan yang perlu dipertahankan, diperluas, atau ditingkatkan pada periode
renstra selanjutnya. Proses ini mencakup penyvempurnaan inovasi pelayanan,
penguatan budaya kerja berorientasi hasil, dan penetapan standar pelayanan
yvang lebih tinggl sebagai benchmark layanan kecamatan.
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Tabel.3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NSPK RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
2 8 1
Urusan Penunjang Penyempurnaan Layanan
Bidang Kewilayahan Publik o | Menyusun dan Menyempurnakan Standar Pelayanan dan

SOP yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur
sebagai Pelaksana Pelayanan Publik

Mengembangkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknolog

c. | Informasi untuk Mempercepat Proses dan Memperluas Akses
Layanan

Meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan Publik
yang Nyaman dan Ramah Masvaralcat

a Mendorong Penciptaan Inovasi Pelayanan yang Berorientasi
° | pada Kepuasan Masyarakat

Memperkuat Koordinasi Lintas Desa dan Perangkat Daeral
untuk Mempercepat Proses Pelayanan

PR

Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi Kinerja, dan Survei
g. | Kepuasan Masyarakst sebagai Dasar Perbaikan
Berkelanjutan
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Dalam rangka mengoperasionalisasikan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) pada urusan penunjang bidang perencanaan, arah
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPRJIMD) difokuskan pada upaya mengoptimalkan perencanaan daerah
yvang adaptif. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan arah kebijakan
Renstra Perangkat Daerah yang lebih operasional dan kontekstual sesuai
kondisi faktual di lapangan.

Pertama dilakukan memastikan seluruh layanan memiliki standar
waktu, prosedur, dan persyaratan yvang jelas serta mudah dipahami
masyarakat. Penyvempurnaan SOP dilakukan berdasarkan hasil survei
kepuasan masyarakat agar layanan semakin relevan dan bermutu.

Kedua berfokus pada pelatihan pelayanan prima, etika komunikasi,
dan penguasaan teknologi. Aparatur yang kompeten berkontribusi
langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat dan efisiensi proses

layanan.

Ketiga Arah kebijakan ini mendukung peningkatan efisiensi melalui
digitalisasi layanan seperti antrian elektronik, penyampaian informasi
layanan berbasis web, pengajuan dokumen online, dan penyediaan kanal
pengaduan digital yvang mudah diakses masyarakat.

Keempat arah kebijakan berfokus pada Perbaikan ruang layanan,
penataan area tunggu, peningkatan peralatan administrasi, serta
penyediaan fasilitas ramah disabilitas menjadi fokus agar masyarakat
merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan.

Kelima arah kebijjakan diarahkan menciptakan inovasi layanan
seperti layanan cepat, layanan jemput bola, atau integrasi pelayanan

RENSTRA TAHUN 2025- 2029



desa-kecamatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih
efektif dan adaptif.

Keenam arah kebijakan ini memastikan efisiensi pelayanan melalui
integrasi data, penyelarasan kebijakan, dan pemecahan hambatan
pelayanan secara bersama-sama antara kecamatan, desa, dan perangkat
daerah teknis.

Ketujuh arah kebijakan ini melakukan survei kepuasan
masyarakat, menilai wakiu dan kualitas pelayanan, seria
menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi arah kebijakan penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kecpuasan pengguna dan
meningkatkan efisiensi layanan dan tahun ke tahun.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Bantan secara langsung
mendukung arah kebijakan RPJMD dalam Penyempurnaan Layvanan
Publik melalui langkah-langkah yang :

1. Meningkatkan kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan
kepuasan masvarakat, dan;

2, Mendorong efisiensi proses pelayanan melalui  digitalisasi,
penyederhanaan prosedur, dan penguatan aparatur.

RENSTRA TAHUN 2025- 2025



PROGRAM, KEGIATAN,
SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran
tentang rencana program, kegiatan,
subkegiatan, indikator kinerja dan

pendanaan indikatif Perangkat Daerah
selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada
kejelasan siapa vang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap
tingkatan.

Keseluruhan program vang akan dikelola Kecamatan Bantan selama 5
tahun ke depan (2025-2030) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana
tercantum  dalam visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Untuk selanjutnya
pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis akan menunjang tercapainya visi
dan misi vang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan pada Kecamatan
Bantan.

Program merupakan kumpulan kegiatan vang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, vang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapal sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan
melaksanakan kebijakan/program terscbut, ditetapkan Satu atau beberapa
kegiatan dimana kegiatan itu sendin merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yvang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata
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lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur
kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyva.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan vang menjadi tanggung jawab
SKPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir
periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja
pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat
indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang
dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan vang penghitungannya
mengacu pada standar satuan harga vang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan
pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode
perencanaan degan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau
pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Eencana
Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaanya, Rencana Program Kegialan pada Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dar tabhun-
tahun secbelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bantan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantan disusun
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1-2850 Tahun 2025
Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomaor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klasiikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya direncanakan pada
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periode  tahun  2025-2030, penjelasan singkat tentang definisi  dari
program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan

operasional kantor,

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan
perencanasan pengangegaran dan evaluasi kinerja perangikat daerah.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan
konsultasi baik penvusunan, perencanaan dan pelaporan kinerja
perangkat daerah seperti Penyusunan Renstra, Renja Awal SKPD, Renja
Akhir SKPD, Renja Perubahan SKPD, SAKIP, LAKIP (LPPD dan LKPJ),
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Penyusunan Pra RKA dan RKA,
Laporan E-Monev dan Laporan lainnyva vang berhubungan dengan
ANgEaran.

b. Ewaluasi Kinerja Perangkat Dacrah
Sub kegiatan ini berhubungan dengan penyusunan profil kecamatan
dan monografi kecamatan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiantan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan
yang transparan dan akuntabel,

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pembayaran gaji dan
tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pembayaran juran keschatan
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ASN, honorarium penangungiawaban pengelola keuangan dan
honorarium pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan Bantan.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset
milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepal guna.
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga keamanan.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan
kapasitas aparatur pada perangkat daerah.
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitas) kegiatan Diklat. bimbingan teknis
implementasi perundang-undangan bagi pegawai dan bimbingan teknis
penyusunan dan pelaporan baik anggaran maupun keuangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi

perkantoran.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan imi bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor baik berupa penyediaan alat kebutuhan kantor,
Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor dan -Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya.

¢. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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Sub kegiaten ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor
berupa kebutuhan bahan sembako berupa gula, kopi, the dan air
mineral serta memfasilitasi untuk kegiatan makan minum rapat, makan
minum kegiatan lapangan dan makan minum jamuan.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetakan dan
penggandaan,

¢. Penyedinan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Sub keglatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan.

. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegitan pelaksanaan
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

g. Dukunpgan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran jasa
tenaga website dan penyediaan aplikasi yvang dibutuhkan perangkat
daerah.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana
dan kendaraan dinas kantor.

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas
perangkat daerah sebagal penunjang operasional.

b. Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penvediaan mebeleur.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Sub kematan ini bertujuan untuk penvediaan kebutuhan peralatan dan
mesin lainnya sebagai penunjang operasional perangkat daerah.

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan pembangunan
rumah dinas, pembangunan pagar kantor, pembangunan mushalla,
pembangunan Pos Penjagaan Kantor, dan pembangunan fasilitas
kantor lainnva.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran

A, Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi,

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan listrik, air dan
telepon dan langganan internet ataupun pembelian token listrik, paket
internet untuk operasional kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa supir kantlor.

B. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan

kendaraan dinas.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Sub kegiatan ini beértujuan untuk pengurusan izin kendaraan
dinas/operasional, penyediaan suku cadang, service kendaraan dinas
dan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
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Sub kegiatan ini bertujuan pembavaran jasa tenaga kebersihan
kantor.
¢. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi  sarana
dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini menunjang kegiatan mecakup kegiatan peningkatan pelayanan
publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan i bertujuan untuk Koordinasi kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan dengan beberapa elemen terkait untuk menvampaikan aspirasi
masyarakat ke Pemerintah Daecarah.

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang di
Kecamatan.

b. Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Program Unggulan
vang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu
kecamatan. Sub kegiastan ini berupa pelatihan, sosialisasi, fasilitas,
pembinaan, penangganan dan penyelenggaraan kegiatan untuk
pemberdayaan masyarakat.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan,
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a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyvarakat di
Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administras)
PATEN.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan,

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan
lain yang dilimpahkan,
Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program
Unggulan yvang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu
kecamatan. Sub  kegiatan  ini berupa sosialisasi, pembinaan,
pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini mencakup penyelenggaraan kematan peningkatan pelayanan

masyarakatl yang ada di kecamatan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
Sub Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan
Peningkatan Efektilitas Kegiatan Pemberdayaan Masvarakat di Wilayah
Kecamatan. Sub kegiatan ini bertuyjuan untuk memfasilitasi beberapa
kegiatan diantara penyelenggaraan kegiatan MTQ Kecamatan, kegiatan
MTOQ Kabupaten, kegiatan hari besar Islam, kegiatan keagamaan dirumah
ibadah, dan kegiatan lain berhubungan dengan pemberdayaan
masyarakat,

2. Pemberdayaan dan Kesegjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan.
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Sub Kegiatan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Dayva Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing wyang memfasilitasi pelaksanaan kegitan® PKE

Kecamatan,
D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini mencakup kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban

umuim.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program
Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan salu milyar satu
kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Kerukunan Hidup
Antar Umat Beragama, sosialisasi izin pendirian rumah ibadah,
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai keagamaan dan
Sosialisasi Pembinaan LAMR.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan dan penegakan peraturan
daerah.

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinva di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepalisian Negara Republik Indonesia.

Sub kegiatan ini bermujuan untuk penyelenggaraan kegiatan operasi
pekat dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
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Program ini mencakup urusan pemerintahan di kecamatan.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi),
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program
Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah
Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu
kecamatan, Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi  Peningkatan
Penanganan  ketertiban dan  ketentraman umum,  Strategi
pengembangan UMEKM, Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga), dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi
pemuda dan pelajar.

b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sub kegiatan ini  bertujuan untuk memiasilitasi  kKegiatan
penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI)
berupa upacara bendera di kecamatan.

¢. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi
Pimpinan Kecamatan berupa penyelenggaraan sosialisasi,
Penyelesaian  isu-isu  sirategis  dikecamatan, penvelenggaraan
pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta koordinasi dengan
pihak stake holder.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini
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1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penilaian evaluasi desa tingkat
kecamatan.

b. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayvaan
Masyvarakat Desa.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan dan pembinaan
terhadap penyusunan dan pelaporan APBDes pada setiap Desa di
tingkat kecamatan.
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Tabel.4.1, Target Capaian Kinerja Program dan Kerangks Pendanuan
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Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelengaraan bidang urusan
Kantor Camat Bantan Tahun 2025-2028
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Tubel 4.3 Dafiar Sub Kegintan Prioritas yang Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Terselénggaranyad urusan '
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintah daerah ParnCARERE, PesgRIgEn, S Seelinst Koy Pyt Dovan |
KABUPATEN/KOTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangket Daerah .

2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Keglatan Pemerintahan di Tingkat
PEMERINTAHAN DAN Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan
PELATARAN PUBUK Pes e s | Koordinasi/Sinergl Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

| dengan Perangkat Daerah dan Instans! Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat '
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkalt dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya Fasilitasi - Koordinasi Keglatan Pemberdayaan Desa

:;tf;nﬁnﬁr 2ESA DAN Femberdaysan Masyraiat | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dl Wilayah
Kecamatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Salng
| |

RENSTRA TAHUN 2015- 2029



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

'L 2028 | 2026 | 2027 | 2038 | 2029 | 2030
Indeks Kepuasan | R -
1. Masyarakat (IKM) Nilai 95.00 95,50 96,00 96,50 96,50 S7.00
No | Indikator Kinerja Defenisi Operasional Formulasi Perhitungan
Utamsa

1 Indeks Kepuasan | Persentase data dan informasi | Permenpan RB Nomor: 14 Tahun 2017
masyarakat tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari | IKM = Total dan Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang
hasil pengukuran secara Total Unsur yang Terisi

kuantitatif dan kualitatif atas
| pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan
membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.

|
Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177 /KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

RENSTRA TAHUN 2025- 2029




% Indcks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survei kepuasan
masyarakat terhadap kualitas lavanan vang diberikan oleh suatu perangkat
dacrah atau mstansi.

Berdasarkan Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masvarakat Unit Penvelenggaran
Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang
berkepentingan berdasarkan kaidah umum vang berlaku.

Pengolahan Data SKM menggunakan Pengukuran Skala Likert dimana
sctiap pertanyaan survie masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung
dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsure-
unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsure pelayanan memiliki penimbang

vang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, scbagai berikut :
Bobeot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = =N

Jumlah unsure

1
x
N = bobot nilai per unsur

Memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai-nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikurt:
IKM = SKM unit pelayanan X 25
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan
WILAI i MUTU KINERJA UNIT
NILAL | NTERVAL | Nl INTERVAL | pepavanan PELAYANAN
PERSEPS] (NT} RONVERSI (NIK) () v)
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 260 - 3,064 65,00 -~ 76,60 C Kurang baik
=3 30644 — 3,532 76,61 - BR,A0 B Baik
4 3.5324 - 4,00 | 88,31 - 100,00 A Sangat baik
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Meningkatkan Sistem
Akuntabilitas Kineris
Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilizas
Kinetja Peranghat




PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan
substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan

urusan pemerintah daerah

Rencana Strategis Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran visi dan misi serta kebjjakan lainnya dalam RPIMD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini scbagai acuan bagi pelaksanaan
kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Kecamatan Bantan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat
Tuwjuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan
lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalul tahapan-tahapan vang ditetapkan dalam
peraturan perundangan, untuk memberikan arah vang jelas dalam
melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Bengkalis
sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan
Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya

agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan..

Sesual dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal vang
terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Bantan todak bersifat
kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan
kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan
wewenang yang diberikan pada Kecamatan, maka komitmen dari semua
aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Renstra Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai
tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun Rancangan
Renstra Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 dengan melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri



pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD vang ditetapkan dalam
RPJIMD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai

kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut:

Renstra Kecamatan Bantan akan diimplementasikan dengan konsisten

dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.

Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tangoung jawab penuh dari
Kecamatan Bantan, dimana bersama dengan Bappeda akan melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Bantan dilakukan

sckurang-kurangnya sckali dalam lima tahun.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantan dilakukan melalui Renja
Kecamatan Bantan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kecamatan
Bantan setiap tahun.

Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka revisi
Renstra dapat dilakukan melalui penyesuaian Renja tahun berjalan atau
revisi Renstra secara menyeluruh apabila RPJMD mengalami perubahan
yvang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Bantan tap tahun
melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian
integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan sebagai
instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan
kebijakan Renstra Kecamatan Bantan dalam mencapai sasaran Renstra.

NIP. 18871112 200701 1 003



